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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perbandingan antara Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan UU 

Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) melalui Omnibus Law terdapat 

beberapa substansi yang mengubah dan/atau menghapus substansi yang 

terdapat pada UU Ketenagakerjaan. Diantaranya, ialah mengenai Upah 

Minimum, pesangon, pemutusan hubungan kerja, alih daya (Outsourcing), 

cuti kerja, waktu istirahat, durasi kerja, tenaga kerja asing (TKA), jaminan 

sosial, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan 

antara Omnoibus Law Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan ialah, sebagai 

berikut :  

a. Harus ada mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan 

yang jelas; 

b. Pengajuan Judicial Review mengenai Omnibus Law Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi; 
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c. Penerapan Asas lex posterior derogate legi priori pada Omnibus Law 

UU Cipta Kerja  Klaster Ketenagakerjaan. 

B. Saran 

Setelah disahkannya omnibus law Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja oleh pemerintah memberikan sampah yang besar 

terhadap masyarakat luas khusunya di sektor ketenagakerjaan yang dimana 

dari aliansi mahasiswa, masyarakat sipil lainnya serta serikat buruh juga ikut 

memberikan pendapat mengenai penolakan nya terhadap undang-undang ini 

sempat terjadi demo besar-besaran terkait penolakan terhadap penerapan 

undang-undang baru ini. Sebaiknya pemerintah memberikan jalan kepada 

masyarakat untuk melakukan judicial review (miring) ke mahkamah konstitusi 

ats penolakannya mengenai substansi dan materi muatan dari undang-undang 

tersebut. sebagian dari masyarakat juga telah menggugat undang-undang ini 

ke mahkamah konstitusi. 
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